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A B S T R A K 

PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS PELANGGARAN KODE ETIK 

JURNALISTIK TERKAIT PEMBERITAAN TANPA KONFIRMASI 

OLEH PERS DI KABUPATEN MUARA ENIM 

 

OLEH 

SISWANTO 

 

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Muara Enim sebagai organisasi 

wartawan di Sumatera Selatan telah banyak menerima aduan atau laporan terkait 

pemberitaan tanpa konfirmasi yang dinilai merugikan seseorang atau instansi 

lainnya, karena pemberitaan yang tidak berimbang.Oleh karena itu,Undang-

undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik harus 

ditegakkan.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1.Bagaimana penerapan 

sanksi pidana atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terkait pemberitaan tanpa 

konfirmasi oleh pers?2.Apakah penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik 

Jurnalistik terkait pemberitaan tanpa konfirmasi oleh Pers di Kabupaten Muara 

Enim?Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah menggunakan 

pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, 

penerapan sanksi pidana atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terkait 

pemberitaan tanpa konfirmasi oleh pers di Kabupaten Muara Enim belum dapat 

diterapkan, dikarenakan pengaduan terkait pemberitaan tanpa konfirmasi oleh pers 

berhasil diselesaikan melalui jalur penyampaian Hak Jawab dan Hak Koreksi 

setelah dimediasi oleh organisasi pers PWI Kabupaten Muara Enim.Penyebab 

terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terkait pemberitaan tanpa konfirmasi 

oleh pers di Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:1.Minim pemahaman dan 

pengetahuan dari pers terkait Undang-undang No. 4o Tahun 1999 tentang Pers 

dan Kode Etik Jurnalistik.2.Minimnya pers di Kabupaten Muara Enim yang telah 

lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW).3.Banyak media cetak dan online di 

Kabupaten Muara Enim yang belum terverifikasi secara administrasi dan faktual 

oleh Dewan Pers. 
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR VIOLATION OF 

JOURNALISTIC CODE OF ETHICS RELATED TO REPORTING 

WITHOUT CONFIRMATION BY THE PRESS IN MUARA ENIM DISTRICT 

 

BY 

SISWANTO 

 

 

The Association of Indonesian Journalists (PWI) of Muara Enim Regency as a 

journalist organization in South Sumatra has received many complaints or reports 

regarding unconfirmed news reports that are deemed detrimental to a person or 

other agency, because the reporting is not balanced. Therefore, Law No. 40 of 

1999 concerning the Press and the Journalistic Code of Ethics must be upheld. 

The formulation of the problem in this study is: 1. How is the application of 

criminal sanctions for violations of the Journalistic Code of Ethics regarding 

reporting without confirmation by the press? 2. What are the causes of violations 

of the Journalistic Code of Ethics regarding reporting without confirmation by the 

Press in Muara Enim Regency? The research method used in this thesis is to use a 

juridical empirical approach that is descriptive in nature. Based on the results of 

the research, the application of criminal sanctions for violations of the 

Journalistic Code of Ethics related to reporting without confirmation by the press 

in Muara Enim Regency cannot be applied, because complaints regarding 

reporting without confirmation by the press have been successfully resolved 

through the submission of Right of Reply and Right of Correction after being 

mediated by the PWI press organization Muara Enim Regency. The causes of 

violations of the Journalistic Code of Ethics related to reporting without 

confirmation by the press in Muara Enim Regency are as follows: 1. Minimal 

understanding and knowledge from the press regarding Law No. 4o of 1999 

concerning the Press and Journalistic Code of Ethics. 2. The lack of press in 

Muara Enim Regency that has passed the Journalist Competency Test (UKW). 3. 

Many print and online media in Muara Enim Regency have not been 

administratively and factually verified by the Press Council. 
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